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BUPATI BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
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TENTANG

PENJAEIARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BULUNGAN.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

202t;

l. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat

II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

Mengingat
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Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

27s6],;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2lol;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2O2O tentang Cipta Kerja

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 20O0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor l7L, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 Tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Serta

Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 1 7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6O4l);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
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Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OI2

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2Ol7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terlib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan la.poran

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuanga

Partai Politik;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tenta-ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun

2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 20ll
Nomor l);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten

Bulungan Tahun 2O20 Nomor 1l).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.

Bupati adalah Bupati Bulungan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagar

penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
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tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Pasal 2

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar

Rp. 1.270.531.1O4.477,- bertambah sebesar Rp. 45.640.218.908,- sehingga

menjadi Rp. 1.316.171.327.385 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula Rp.1.245.531.LO8.477,OO

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 24.583.823.231.00

Jumlah Pendapatan

setelah perubahal Rp.1.270.114.93f .708,00

2. Belanja Daerah:

a. Semula Rp.1.269.031.108.477,00

b. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 45.640.218.908,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.314.671.327.385,00

3. Pembiayaan daerah:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula Rp. 25.000.000.000,00

2l Bertambah/(Berkuran) Rp. 21.056.395.677.00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 46.O56.395.677,00

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula Rp.1.500.000.OOO,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Ro. 44.556.395.677,00

Sisa lebih pembiayaan anggar:rn setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam l,ampiran yang

tercantum dalam t ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. l,ampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang

Diklasi{ikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian

Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
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Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Hibah:

la"mpiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial;

Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan

Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian, Objek, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

I-a.mpiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas perbatasal

Negara.

Pasal 4

Ia.mpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2l yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
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lanjut dalam Dokumen Pelakeanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangsal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya ddam Berita Daerah Kabupa.ten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tangg;al 13 Oktober 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tancgal 13 Oktober 2O2l

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNCAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2O2I NOMOR 30

aslinya
Hukum,

121004
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